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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transformasi digital terhadap manajemen keuangan 

syariah serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian 

menggunakan kajian literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis data sekunder dari jurnal dan 

laporan resmi periode 2019– 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital berperan penting 

dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta inklusi keuangan syariah melalui teknologi seperti FinTech, 

Blockchain, Big Data, dan Artificial Intelligence. Namun, ditemukan pula tantangan seperti rendahnya literasi 

digital, kepatuhan syariah, serta keterbatasan regulasi dan infrastruktur. Penelitian ini berkontribusi terhadap 

penguatan literatur mengenai integrasi inovasi digital dan prinsip maqashid al-shariah untuk mewujudkan 

keuangan syariah yang berkelanjutan di era digital. 

 

Kata kunci: Transformasi Digital, Keuangan Syariah, Peluang, Tantangan, FinTech. 

 

Abstract 

The research was designed to analyze the influence of digital transformation on Islamic financial 

management and to identify the opportunities and challenges arising from its implementation. The research 

method used is a qualitative literature review by analyzing secondary data from journals and official reports 

published between 2019 and 2024. The findings indicated that digital transformation plays a vital role in 

improving efficiency, transparency, and financial inclusion through technologies such as FinTech, 

Blockchain, Big Data, and Artificial Intelligence. Nevertheless, significant challenges such as low digital 

literacy, sharia compliance issues, and inadequate regulatory frameworks remain. This research contributed 

to strengthening the literature on integrating digital innovation and maqashid al- shariah principles to support 

the sustainability of Islamic finance in the digital era. 
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PENDAHULUAN 

Transformasi digital telah menjadi 

fenomena global yang mengubah hampir 

seluruh aspek kehidupan, termasuk sektor 

keuangan dan perbankan. Menurut data 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), nilai 

transaksi digital di Indonesia mencapai 

Rp5.400 triliun pada tahun 2023 dan 

diproyeksikan meningkat 25% pada tahun 

2024.  

Bank Indonesia (2024) melaporkan 

bahwa jumlah pengguna mobile banking telah 

mencapai 152 juta orang, dengan peningkatan 

signifikan pada layanan keuangan syariah 

digital. World Bank (2023) juga mencatat 

bahwa sekitar 42% masyarakat Indonesia telah 

menggunakan layanan keuangan berbasis 

digital syariah. 

Perubahan ini tidak hanya terkait dengan 

penggunaan teknologi informasi, tetapi 

juga menyentuh aspek strategis seperti inovasi 

produk, manajemen risiko, dan peningkatan 

pelayanan kepada nasabah. Revolusi industri 

4.0 telah mendorong digitalisasi dalam sektor 

keuangan, termasuk dalam sistem perbankan 

syariah yang menuntut kesesuaian dengan 

prinsip-prinsip syariah Islam (Kusuma & 

Rahman, 2021). 

Dalam konteks ekonomi Islam, 

transformasi digital bukan sekadar upaya 

modernisasi sistem, tetapi juga sebuah 

kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan dan 

daya saing lembaga keuangan syariah. Nilai-

nilai inti seperti keadilan (al-‘adl), 

kemaslahatan (maslahah), dan transparansi 

(shafafiyah) perlu diterapkan dalam setiap 

inovasi digital yang dilakukan. Teknologi 

seperti blockchain, big data analytics, dan 

artificial intelligence (AI) membuka peluang 

besar bagi lembaga keuangan syariah untuk 

meningkatkan efisiensi, memperluas 

jangkauan layanan, dan memperkuat sistem 

pengawasan terhadap kepatuhan syariah. 

Namun demikian, penerapan teknologi ini 

menimbulkan tantangan baru, seperti 

kesiapan infrastruktur, keamanan siber, dan 

perlunya fatwa baru untuk memastikan 

kesesuaian dengan hukum syariah 

(Sudarmanto, 2023). 

Pergeseran perilaku konsumen juga 

menjadi faktor penting dalam mendorong 

digitalisasi manajemen keuangan syariah. 

Generasi muda Muslim kini semakin 

menginginkan layanan keuangan yang cepat, aman, 

dan berbasis digital. Aplikasi mobile banking 

syariah, platform fintech halal, dan sistem 

pembayaran berbasis QRIS syariah merupakan 

contoh nyata dari bentuk transformasi yang sedang 

berkembang. Lembaga keuangan syariah harus 

mampu menyesuaikan diri agar tidak tertinggal, 

sekaligus menjaga keaslian prinsip syariah dalam 

setiap transaksi. Di sisi lain, pemerintah dan otoritas 

keuangan seperti OJK dan DSN- MUI juga berperan 

penting dalam menciptakan ekosistem regulasi yang 

mendukung inovasi sekaligus menjaga integritas 

sistem keuangan syariah (Qothrunnada, 2023). 

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih 

terdapat hambatan dalam implementasi digitalisasi 

pada lembaga keuangan syariah, terutama di negara 

berkembang seperti Indonesia. Beberapa kendala 

meliputi kurangnya literasi digital masyarakat, 

keterbatasan sumber daya manusia yang memahami 

teknologi dan syariah secara bersamaan, serta 

keterbatasan investasi dalam infrastruktur digital. 

Tantangan lain adalah risiko penyalahgunaan data 

dan ancaman kejahatan siber yang berpotensi 

mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, strategi 

transformasi digital harus disusun secara 

komprehensif dengan mempertimbangkan aspek 

teknologi, regulasi, dan nilai-nilai etika Islam 

(Hidayat, 2022). 

Melihat peluang dan tantangan tersebut, penting 

bagi lembaga keuangan syariah untuk menempatkan 

transformasi digital sebagai prioritas strategis dalam 

visi dan misi bisnisnya. Implementasi digital tidak 

hanya sekadar mengikuti tren, tetapi harus 

diorientasikan untuk memperkuat fungsi sosial dan 

ekonomi dari sistem keuangan syariah itu sendiri. 

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji lebih dalam tentang bagaimana 

transformasi digital dapat memberikan peluang serta 

menghadirkan tantangan  dalam  pengelolaan  

manajemen keuangan syariah di era modern, dengan 

menekankan pentingnya integrasi antara inovasi 

teknologi dan prinsip syariah Islam. 

 

A. LANDASAN TEORI 

Pengertian Transformasi Digital 

Transformasi digital adalah proses perubahan 

menyeluruh dalam cara organisasi menjalankan 

operasional, memberikan layanan, dan 

menciptakan nilai melalui pemanfaatan teknologi 

digital. Menurut Westerman et al. (2014), 

transformasi digital merupakan “penggunaan 

teknologi digital untuk meningkatkan kinerja 
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bisnis secara radikal dan menciptakan 

model operasi baru.” 

Sedangkan Vial (2019) menegaskan 

bahwa transformasi digital tidak sekadar 

adopsi teknologi, tetapi mencakup 

perubahan budaya, struktur, dan strategi 

organisasi yang dipicu oleh kemampuan 

teknologi. 

Dalam konteks lembaga keuangan, 

transformasi digital mengarah pada 

Digitalisasi proses (otomatisasi transaksi 

dan pelaporan) dan Digitalisasi layanan 

(mobile/internet banking, e-finance); 

 

Digitalisasi model bisnis (fintech, 

blockchain, open banking). 

Keuangan syariah mendasarkan diri 

pada prinsip‑prinsip Islam seperti larangan 

riba (bunga), gharar (ketidakpastian 

berlebihan), dan maisir (perjudian). 

Manajemen keuangan di lembaga keuangan 

syariah mencakup pengelolaan dana 

(tabungan, investasi, wakaf), pembiayaan 

(murabahah, mudharabah, musyarakah, 

ijarah), serta laporan keuangan dan tata 

kelola syariah. (Sudarmanto, 2023). 

Transformasi digital mengacu pada 

adopsi teknologi digital untuk mengubah 

proses bisnis, produk, layanan, dan interaksi 

dengan pelanggan. Di sektor keuangan, 

teknologi seperti FinTech, mobile banking, 

blockchain, big data, kecerdasan buatan (AI) 

memainkan peran kunci. (Qothrunnada, 

2023). 

 

Transformasi Digital dalam Lembaga 

Keuangan Syariah 

Transformasi digital pada lembaga 

keuangan syariah (LKS) mencakup 

penerapan teknologi yang sejalan dengan 

prinsip syariah. Menurut Bank Indonesia 

(2022), digitalisasi ekonomi syariah harus 

mendukung maqashid al-shariah (tujuan 

syariah) melalui inklusi keuangan, efisiensi 

transaksi, dan transparansi pengelolaan dana 

umat. Definisi operasional: proses integrasi 

teknologi digital ke seluruh area organisasi 

untuk mengubah cara organisasi beroperasi 

dan memberikan nilai kepada pemangku 

kepentingan. Termasuk perubahan kultur, 

kapabilitas TI, dan proses bisnis. 

 

Pengertian Manajemen Keuangan Syariah    

         Manajemen keuangan syariah merupakan 

kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan 

pengawasan dana secarae fisien sesuai prinsip 

hukum Islam. Menurut Antonio (2001), 

manajemen keuangan syariah menekankan pada 

larangan riba, gharar, dan maysir serta penerapan 

keadilan dan kemitraan. Secara umum, fungsi 

manajemen keuangan syariah meliputi: 

1) Perencanaan dan penganggaran dana, 

2) Pengelolaan kas dan likuiditas, 

3) Pengendalian dan pelaporan keuangan, 

4) Manajemen risiko syariah, 

5) Kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi 

syariah. 

 

Prinsip-prinsip Keuangan Syariah 

Menurut Chapra (2000) dan Karim (2010), 

prinsip-prinsip dasar dalam manajemen keuangan 

syariah adalah: Larangan riba (bunga) transaksi 

tidak boleh menghasilkan keuntungan tanpa risiko, 

Larangan gharar (ketidakpastian berlebihan) setiap 

transaksi harus jelas objek, harga, dan waktunya, 

Larangan maysir (spekulasi) menghindari aktivitas 

yang menyerupai perjudian; Keadilan dan 

transparansi hubungan antara pihak-pihak 

didasarkan pada kejujuran dan keseimbangan; 

Kemitraan dan bagi hasil (profit-loss sharing) 

keuntungan diperoleh dari kegiatan riil dan dibagi 

berdasarkan nisbah yang disepakati. 

 

Prinsip-Prinsip Muamalah 

Transaksi harus bebas riba (interest-free), 

menghindari gharar (ketidakjelasan) dan maysir 

(spekulasi), serta harus adil dan transparan. Prinsip 

ini memengaruhi desain produk digital (mis. smart 

contract yang transparan, profit-sharing logic). 

 

Tujuan Syariah (Maqashid al-Shariah)  

  Menjaga harta (mal), jiwa (nafs), akal, 

keturunan, dan kehormatan; transformasi digital 

harus sejalan dengan maqashid (mis. 

meningkatkan kesejahteraan, akses ke layanan 

keuangan halal). Konsep Amanah dan 

Keadilan: Pengelolaan dana (zakat, wakaf, 

deposito syariah) batasi pada praktik yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara syariah dan moral. 

 

Integrasi Transformasi Digital Keuangan Syariah 

Transformasi digital dalam keuangan syariah 

berarti menggabungkan teknologi digital untuk 

memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan 
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efisiensi, serta memperluas akses masyarakat 

terhadap layanan keuangan syariah. Menurut 

Rahman & Kassim (2021), digitalisasi 

keuangan syariah meliputi tiga dimensi yaitu 

Digital operation yang menerapkan sistem 

ERP dan core banking digital syariah. 

Digital product yang menggunakan produk 

keuangan berbasis aplikasi seperti e-zakat, e-

wakaf, dan fintech syariah dan Digital 

ecosystem yang berkolaborasi antara bank 

syariah, regulator, dan startup teknologi. 

Penerapan teknologi seperti blockchain, 

artificial intelligence (AI), big data, dan cloud 

computing memungkinkan pengawasan 

syariah yang lebih transparan dan efisien. 

 

Teori-teori yang Mendukung 

Transformasi Digital dalam Keuangan 

Syariah 

Technology Acceptance Model (TAM) 

Menurut Davis (1989), penerimaan teknologi 

oleh pengguna dipengaruhi oleh dua faktor 

utama yaitu perceived usefulness (manfaat 

yang dirasakan) dan Perceived Ease of Use 

(kemudahan penggunaan). 

Dalam konteks lembaga keuangan 

syariah, adopsi teknologi digital dipengaruhi 

oleh sejauh mana sistem tersebut 

mempermudah pengelolaan keuangan syariah 

tanpa melanggar prinsip syariah. Misalnya, 

aplikasi mobile banking syariah yang 

memudahkan nasabah bertransaksi sesuai 

akad. 

Diffusion of Innovation Theory (Rogers, 

2003) Teori ini menjelaskan bahwa inovasi 

akan diadopsi secara bertahap oleh individu 

atau organisasi melalui lima tahap: 

knowledge, persuasion, decision, 

implementation, dan confirmation. Dalam 

lembaga keuangan syariah, transformasi 

digital akan diterima lebih cepat jika 

dianggap 

1. Memberikan keunggulan relatif (relative 

advantage), 

2. Sesuai dengan nilai syariah dan budaya 

organisasi (compatibility), 

3. Mudah digunakan (simplicity), 

4. Dapat diuji coba (trialability), dan 

5. Hasilnya dapat diamati (observability). 

Resource-Based View (RBV) teori ini 

(Barney, 1991) menyatakan bahwa 

keunggulan kompetitif diperoleh dari sumber 

daya yang langka, sulit ditiru, dan bernilai 

strategis. Dalam konteks keuangan syariah, 

kapabilitas digital (SDM, sistem TI, dan governance 

syariah digital) menjadi sumber daya penting yang 

meningkatkan efisiensi dan reputasi lembaga. 

Institutional Theory (DiMaggio & Powell, 

1983) yang merupakan transformasi digital juga 

dipengaruhi oleh tekanan kelembagaan, seperti 

Tekanan regulatif yaitu kebijakan otoritas keuangan 

dan fatwa DPS, Tekanan normatif yaitu nilai dan 

etika Islam dan Tekanan mimetik yaitu 

kecenderungan meniru lembaga lain yang berhasil 

dalam digitalisasi. 

Teori ini menjelaskan mengapa adopsi digital 

dalam lembaga syariah sering membutuhkan 

legitimasi dari regulator dan ulama. 

 
Maqashid al-Shariah Framework 

Menurut Al-Ghazali (dalam Dusuki & 

Abdullah, 2007), maqashid syariah bertujuan 

menjaga lima hal pokok:  agama,  jiwa,  akal,  

keturunan,  dan  harta. 

Transformasi digital dalam manajemen keuangan 

syariah harus memastikan teknologi mendukung 

perlindungan dan keberkahan harta (hifz al-mal) 

serta kemaslahatan masyarakat. Digitalisasi yang 

sesuai maqashid akan meningkatkan keadilan 

ekonomi dan memperluas akses layanan keuangan 

halal serta menjaga transparansi dan akuntabilitas 

dana umat. 

 

Peluang Transformasi Digital dalam Manajemen 

Keuangan Syariah 

Berdasarkan teori dan literatur, peluang utama 

digitalisasi antara lain: 

1. Efisiensi Operasional 
Teknologi seperti automation dan blockchain 

mengurangi biaya administrasi dan mempercepat 

proses transaksi (TCE Theory). 

2. Inklusi Keuangan Syariah 
Digital platform memungkinkan masyarakat 

tanpa akses bank (unbanked) untuk menikmati 

layanan keuangan halal, sejalan dengan maqashid 

al-shariah. 

3. Transparansi dan Akuntabilitas 
Teknologi mendukung audit syariah digital, 

pelacakan transaksi, dan laporan kepatuhan secara 

real-time. 

4. Inovasi Produk Syariah Baru 
Tokenisasi aset halal, sukuk digital, atau P2P syariah 

membuka model bisnis baru. 

5. Peningkatan Kepercayaan Publik Sistem

 digital yang transparan memperkuat

 kepercayaan nasabah 
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dan meningkatkan loyalitas. 

 

Tantangan Transformasi Digital dalam 

Manajemen Keuangan Syariah 

Berdasarkan teori dan praktis, tantangan 

transformasi digital dalam manajemen 

keuangan syariah adalah 

1. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) 

Tantangan utama adalah bagaimana 

memastikan algoritma dan smart contract 

sesuai akad syariah (mudharabah, murabahah, 

ijarah, dsb.). 

2. Keamanan Siber dan Privasi Data 

Risiko peretasan dan penyalahgunaan data dapat 

mengancam kepercayaan nasabah. 

3. Kapasitas SDM dan Literasi Digital 

Kurangnya talenta yang memahami baik 

syariah maupun teknologi menghambat 

inovasi. 

4. Regulasi dan Standarisasi 

Hukum dan fatwa belum sepenuhnya 

mengakomodasi inovasi seperti digital sukuk 

atau smart contract. 

5. Etika dan Nilai Syariah 

Penggunaan AI dan data analytics harus 

menjaga prinsip keadilan dan tidak 

merugikan pihak lain. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

kajian literatur (literature review) dengan 

pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh 

dari jurnal nasional dan internasional yang 

terbit antara tahun 2019–2024 melalui 

database seperti Google Scholar, DOAJ, 

dan Scopus. Analisis dilakukan secara 

deskriptif- tematik dengan mengelompokkan 

hasil penelitian terdahulu menjadi tiga 

kategori utama: peluang, tantangan, dan 

implikasi syariah. (Nudin, 2022). 

Proses analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Data-data yang 

terkumpul dari berbagai sumber literatur 

dianalisis secara kritis dan komprehensif 

untuk mengidentifikasi tema-tema utama, 

konsep-konsep penting, serta hubungan 

antara maslahah dengan prinsip-prinsip etika dalam 

ekonomi Islam. Analisis ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman yang mendalam dan 

menyeluruh tentang bagaimana maslahah 

diartikulasikan dan diimplementasikan dalam 

kerangka ekonomi Islam, serta implikasinya 

terhadap pencapaian tujuan-tujuan syariah. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Transformasi digital menawarkan berbagai 

peluang seperti peningkatan inklusi keuangan, 

efisiensi operasional, inovasi produk syariah, serta 

peningkatan transparansi dan tata kelola. Namun, 

juga terdapat tantangan seperti literasi digital, 

kepatuhan syariah, risiko teknologi, dan kesiapan 

organisasi. (Yahsyallah, 2024; Ma’rifah, 2024). 

 

Analisis Peluang Mendalam 

Efisiensi & biaya rendah yaitu otomatisasi 

back- office (mis. akuntansi syariah otomatis, e-

wakaf) menurunkan biaya transaksi per unit, 

sehingga lembaga kecil dapat bersaing. Efisiensi ini 

memungkinkan alokasi dana lebih besar ke 

pembiayaan produktif dan layanan masyarakat. 

Skalabilitas produk yaitu platform digital 

memungkinkan replikasi model mikro- mudharabah 

atau peer-to-peer (P2P) pembiayaan syariah ke 

wilayah terpencil tanpa kebutuhan kehadiran fisik. 

Transparansi transaksi filantropi merupakan 

zakat/wakaf digital dengan pelaporan real-time 

meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana dan 

meningkatkan donor retention. 

 

Mengurai Tantangan Kepatuhan Syariah 

Perlu model “Syariah-by-design”: Sistem 

harus dibangun dengan prinsip syariah sejak awal 

(bukan menempelkan kepatuhan di akhir). Contoh: 

flow automated profit- sharing calculator yang 

mengikuti nisbah  yang  telah  disetujui  DPS.  

Peran  Dewan Pengawas Syariah digital: DPS perlu 

akses teknis untuk meninjau kode, logika smart 

contract, dan skenario bisnis. Hal ini mengharuskan 

DPS memiliki literasi teknologi dasar atau support 

teknis independen. Audit teknologi dan fatwa baru 

merupakan Lembaga harus siap menginisiasi fatwa 

baru terkait akad digital dan penggunaan teknologi 

baru (mis. smart contract) bersama otoritas. 

 

Risiko Teknologi & Mitigasi 

Keamanan & privasi perlu adanya proteksi 

data nasabah wajib menerapkan praktik 

enkripsi, autentikasi multifaktor, dan penilaian 

kerentanan berkala. Resiliensi sistem yaitu High-

availability architecture dan disaster recovery plan 

mengurangi risiko gangguan layanan yang dapat 
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merusak kepercayaan. Pengelolaan risiko 

operasional merupakan kebijakan kontrol 

internal untuk perubahan kode (change 

management) serta dokumentasi audit trail. 

Sumber Daya Manusia dan Kapasitas 

Kebutuhan talenta hibrid menggunakan 

pelatihan untuk staf syariah dalam teknologi 

dan bagi pengembang TI untuk memahami 

prinsip muamalah. Rekomendasi: program 

sertifikasi “Fintech Syariah” dan kemitraan 

universitas-industri. Budaya organisasi 

menerapan agile transformation dengan budaya 

yang menggabungkan kehati-hatian syariah 

dan inovasi cepat. 

Regulasi dan Standarisasi 

Kebijakan pro-inovasi namun aman yang 

perlu menyediakan regulatory sandbox khusus 

fintech syariah untuk menguji model baru 

tanpa mengorbankan perlindungan konsumen. 

Standar pelaporan syariah digital perlu 

pengembangan pedoman teknis (format data, 

akuntansi digital untuk akad syariah) akan 

mempermudah audit dan integrasi antar- 

platform. Secara praktis, lembaga keuangan 

syariah perlu merancang roadmap transformasi 

digital yang jelas, termasuk investasi teknologi, 

pelatihan SDM, dan pengembangan produk 

digital syariah. Secara teoritis, penelitian ini 

memperkaya literatur keuangan syariah dengan 

fokus pada manajemen keuangan dan 

digitalisasi. (Audyzza, 2023). 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Transformasi digital pada manajemen 

keuangan syariah menawarkan peluang 

signifikan untuk meningkatkan inklusi, 

efisiensi, dan inovasi produk serta layanan. 

Namun, keberhasilan penerapan tidaklah 

otomatis;  tantangan  seperti  literasi  digital, 

kepatuhan syariah, regulasi, dan kesiapan 

organisasi perlu diatasi secara komprehensif. 

(Sudarmanto, 2023).  

 

Untuk Lembaga Keuangan Syariah 

Terapkan prinsip “Syariah-by-design” 

dalam pengembangan produk digital. 

Investasi bertahap pada keamanan siber dan 

infrastruktur cloud yang memadai. Bentuk 

unit riset internal untuk menguji inovasi 

produk (mis. tokenisasi aset halal). 
 

 

 

 

 

 

 

Untuk Regulator 

Sediakan sandbox regulator untuk fintech syariah; 

klarifikasi aturan mengenai smart contracts dan aset 

digital syariah. Kembangkan pedoman kepatuhan 

syariah digital dan interoperabilitas data. 
 

Untuk Dewan Pengawas Syariah 

Tingkatkan kapasitas teknis DPS (pelatihan 

teknologi) dan adopsi mekanisme review kode atau 

third-party audit teknologi. 
 

Untuk Pendidikan dan Pengembangan SDM 

Kuriukulum perguruan tinggi dan kursus 

profesional harus memasukkan modul fintech syariah.  

 

       Untuk Nasabah / Masyarakat 

Kampanye literasi keuangan digital syariah untuk 

meningkatkan adopsi, terutama pada segmen UMKM 

dan daerah terpencil. 

Transformasi digital dalam manajemen keuangan 

syariah merupakan keniscayaan yang membawa 

peluang besar namun juga tantangan kompleks. 

Keberhasilan transformasi memerlukan pendekatan 

holistik yang mengintegrasikan aspek teknologi, 

regulasi, SDM, dan prinsip syariah secara harmonis. 

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi 

pemimpin dalam fintech syariah global dengan syarat 

mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada. 

Transformasi digital membawa peluang besar bagi 

manajemen keuangan syariah: efisiensi, inklusi, inovasi 

produk, dan transparansi. Namun keberhasilan 

transformasi bergantung pada kemampuan lembaga 

mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam desain 

teknologi, memperkuat keamanan, meningkatkan 

kapasitas SDM, serta bekerja sama dengan regulator 

dan DPS untuk mengembangkan standar dan kerangka 

hukum yang mendukung. Pendekatan kolaboratif antara 

pengembang teknologi, ahli syariah, regulator, dan 

pengguna adalah kunci untuk merealisasikan manfaat 

penuh digitalisasi secara aman dan sesuai syariah. 
 

Untuk Penelitian Selanjutnya 

Disarankan untuk melakukan penelitian empiris 

mengenai pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan 

syariah dan kinerja lembaga keuangan dengan 

pendekatan kuantitatif, sehingga dapat memberikan 

hasil yang lebih komprehensif dan terukur. 
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